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BAB III 

TINJAUAN TEORETIS 

 

A. Tinjauan Umum Hukum Perjanjian 

1. Pengertian Perjanjian 

Perjanjian (overeenkomst), menurut Pasal 1313 KUH Perdata 

adalah sesuatu perbuatan dimana seseorang atau beberapa orang 

mengikatkan dirinya kepada seorang atau beberapa orang lain. 

Beberapa ahli hukum memberikan definisi dari pada perjanjian. 

Menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian adalah suatu persetujuan 

dimana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan 

suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.
30

 

Dalam defini diatas, secara jelas terdapat konsensur antara para 

pihak, yaitu persetujuan antara pihak satu dengan pihak lainnya. Selain itu 

juga perjanjian yang dilaksanakan terletak pada lapangan harta kekayaan. 

Perumusan ini erat hubungannya dengan pembicaraan tentang syarat-

syarat perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. 

Sedangkan Setiawan, mendefinisikan perjanjian sebagai suatu 

perbuatan hukum, di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau 

saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.
31

 

R. Subekti yang menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu 

peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain  atau dimana dua 
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orang itu saling berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu 

saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, dari peristiwa ini timbul 

suatu hubungan perikatan.
32

 

Perjanjian adalah merupakan bagian dari perikatan, jadi perjanjian 

adalah merupakan sumber dari perikatan dan perikatan itu mempunyai 

cakupan yang lebih luas dari pada perjanjian. Mengenai perikatan itu 

sendiri diatur dalam buku III KUH Perdata, sebagaimana diketahui bahwa 

suatu perikatan bersumber dari perjanjian dari undang-undang. Oleh 

karena itu bahwa perjanjian itu adalah sama artinya dengan kontrak. 

Menurut R. Wirjono Prodjodikoro mengartikan perjanjian sebagai 

suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara kedua belah pihak, 

dalam mana satu pihak berhak untuk menuntut pelaksanaan janji itu.
33

 

Sedangkan menurut Abdul Kadir Muhammad merumuskan 

kembali definisi Pasal 1313 KUH Perdata sebagai berikut, bahwa yang 

disebut perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau 

lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam 

lapangan harta kekayaan.
34

 

2. Unsur-unsur Perjanjian 

Dari perumusan perjanjian tersebut, terdapat beberapa unsur 

perjanjian antara lain: 
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a. Adanya pihak-pihak (subyek) 

Pihak (subyek) dalam perjanjian adalah para pihak yang terikat 

dengan diadakannya suatu perjanjian. Subyek perjanjian dapat berupa 

orang atau badan hukum. Syarat menjadi subyek adalah harus mampu 

atau berwenang melakukan perbuatan hukum. 

b. Ada persetujuan antara pihak-pihak 

Unsur yang penting dalam perjanjian adalah adanya 

persetujuan (kesepakatan) antara para pihak. Sifat persetujuan disini 

haruslah tetap, bukan sekedar berunding. Persetujuan itu ditunjukkan 

dengan penerimaan tanpa syarat atas suatu tawaran. Apa yang 

ditawarkan pihak yang satu diterima oleh  pihak yang lainnya. 

c. Ada tujuan yang akan dicapai 

Tujuan mengadakan perjanjian terutama untuk memenuhi 

kebutuhan para pihak itu, kebutuhan mana hanya dapat dipenuhu jika 

mengadakan perjanjian dengan pihak lain. Tujuan itu sifatnya tidak 

boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan tidak 

dilarang oleh Undang-Undang. 

d. Ada prestasi yang dilaksanakan 

Dengan adanya persetujuan, maka timbullah kewajiban untuk 

melaksanakan suatu prestasi. Prestasi merupakan kewajiban yang 

harus dipenuhi oleh para pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian. 

Misalnya pembeli berkewajiban membayar harga barang dan penjual 

berkewajiban menyerahkan barang 
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e. Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan 

Bentuk perjanjian perlu ditentukan, karena ada ketentuan 

undang-undang bahwa hanya dengan bentuk tertentu suatu perjanjian 

mempunyai kekuatan mengikat dan kekuatan bukti. Bentuk tertentu 

biasnya merupakan akta. Perjanjian itu dapat dibuat lisan, artinya 

dengan kata-kata yang jelas maksud dan tujuannya yang dipahami oleh 

para pihak (itu sudah cukup), kecuali jika para pihak menghendaki 

supaya dibuat secara tertulis (akta). 

f. Ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian 

Syarat-syarat tertentu dari perjanjian ini sebenarnya sebagai isi 

perjanjian, karena dari syarat-syarat itulah dapat diketahui hak dan 

kewajiban para pihak. Syarat-syarat tersebut biasanya terdiri dari 

syarat pokok yang akan menimbulkan hak dan kewajiban pokok, 

misalnya mengenai barangnya, harganya dan juga syarat pelengkap 

atau tambahan, misalnya mengenai cara pembayarannya, cara 

penyerahannya dan sebagainya.
35

 

3. Syarat sahnya perjanjian 

Menurut pasal 1320 KUHPer, syarat sahnya suatau perjanjian 

adalah: 

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya 

Hal ini dimaksudkan bahwa para pihak yang hendak 

mengadakan suatu perjanjian, harus terlebih dahulu bersepakat atau 
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setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. 

Kata sepakat tidak sah apabila kata sepakat itu diberikan kekhilafan, 

paksaan atau penipuan (Pasal 1321 KUHPer). 

b. Kecakapan untuk membut suatu perjanjian 

Pada dasarnya, setiap orang adalah cakap untuk membuat suatu 

perjanjian, kecuali jika oleh undang-undang dinyatakan tak cakap 

(Pasal 1329 KUHPer). Menurut pasal 1330 KUHPer, mereka yang 

tidak cakap membuat suatu perjanjian adalah : 

1) Orang yang belum dewasa 

2) Mereka yang ditaruh di bawh pengampuan 

3) Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan undang-undang 

dan semua orang kepada siapa undnag-undang melarang membuat 

perjanjian tersebut. 

c. Adanya suatu hal tertentu 

Adanya suatu hal tertentu adalah menyangkut objek perjanjian 

harus jelas dan dapat ditentukan. Menurut ketentuan Pasal 1332 

KUHPer, hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang 

dapat menjadi pokok suatu perjanjian. 

d. Adanya suatu sebab yang halal 

Adanya suatu sebab (causa dalam bahasa latin) yng halal ini 

adalah menyangkut isi perjanjin yang tidak bertentangan dengan 

ketertiban umum, kesusilaan, dan undang-undang. (Pasal 1337 

KUHPer).
36
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4. Asas-asas perjanjian 

Asas-asas perjanjian dalam hukum perjanjian antara lain : 

a. Asas kebebasan berkontrak 

Maksudnya adalah setiap orang bebas mengadakan suatu 

perjanjian berupa apa saja, baik bentuknya, isinya dan pada siapa 

perjanjian itu ditujukan. 

Asas ini dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (1) KUH 

Perdata yang berbunyi : ”Semua persetujuan yang dibuat secara sah 

berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. 

Tujuan dari pasal diatas bahwa pada umumnya suatu perjanjian 

itu dapat dibuat secara bebas untuk membuat atau tidak membuat 

perjanjian, bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun, bebas 

untuk menentukan bentuknya maupun syarat-syarat, dan bebas untuk 

menentukan bentuknya, yaitu tertulis atau tidak tertulis dan seterusnya. 

Jadi dari pasal tersebuut dapat disimpulkan bahwa masyarakat 

diperbolaehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja 

(tentang apa saja) dan perjanjian itu mengikat mereka yang 

membuatnya seperti suatu undang-undang. 

b. Asas Konsensualisme 

Asas Konsensualisme, artinya bahwa suatu perikatan itu terjadi 

(ada) sejak saat tercapainya kata sepakat antara para pihak. Dengan 

kata lain bahwa perikatan itu sudah sah dan mempunyai akibat hukum 

sejak saat tercapai kata sepakat antara para pihak mengenai pokok 

perikatan. 
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Berdasarkan Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata, dinyatakan 

bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah kesepakatan kedua 

belah pihak. Artinya bahwa perikatan pada umumnya tidak diadakan 

secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan para pihak. 

Kesepakatan tersebut dapat dibuat secara lisan maupun dituangkan 

dalam bentuk tulisan berupa akta, jika dikehendaki sebagai alat bukti. 

Perjanjian yang dibuat secara lisan didasarkan pada asas bahwa 

“manusia itu dapat dipegang mulutnya”, artinya dapat dipercaya 

dengan kata-kata yang diucapkannya. 

c. Asas itikad baik 

Bahwa orang yang akan membuat perjanjian harus dengan 

itikad baik. Itikad baik dalam pengertian yang subyektif dapat 

diartikan sebagai  kejujuran seseorang yaitu apa yang terletak pada 

seseorang pada watu diadakan perbuatan hukum. Sedangkan 

pengertian itikad baik dalam pengertian obyektif adalah bahwa 

pelaksanaan suatu perjanjian hukum harus didasarkan pada norma 

kepatuhan atau apa-apa yang dirasa sesuai dengan yang patut dalam 

masyarakat. 

d. Asas Pacta Sunt Servada 

Asas Pacta Sunt Servada, berhubungan dengan akibat dari 

perjanjian. Pasal 1338 KUH Perdata menyebutkan : “Semua 

persetujuan yang dibuat secara sah berlaku  sebagai Undang-Undang 

bagai meraka yang membuatnya”. Persetujuan-persetujuan itu tidak 

dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau 
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karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup 

untuk itu.
37

 

5. Berakhirnya Perjanjian 

Tentang berakhirnya suatu perjanjian diatur dalam BAB ke IV 

buku ke III KUH Perdata, menjelaskan tentang berakhirnya suatu 

perjanjian. Pasal 1381 KUH Perdata, perikatan-perikatan hapus: 

a. Karena pembayaran. 

b. Karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan 

atau penitipan. 

c. Karena pembaharuan hutang (novasi). 

d. Karena perjumpaan hutang atau kompensasi. 

e. Karena percampuran hutang. 

f. Karena pembebasan hutang. 

g. Karena musnahnya barang yang terutang. 

h. Karena daluwarsa (verjaring).
38

 

 

B. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Kredit 

1. Pengertian Kredit 

Istilah kredit berasal dari bahasa Romawi, yaitu “Credere” yang 

berarti kepercayaan. Oleh karena itu dasar kredit ialah kepercayaan. 

Dengan demikian seseorang yang telah memperoleh kredit pada dasarnya 

telah memperolah kepercayaan.
39
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Dalam praktek sehari-hari pengertian kredit berkembang lebih luas, 

antara lain kredit adalah kemampuan melaksanakan suatu pembelian atau 

mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayaran yang akan 

dilakukan dan ditangguhkan pada suatu jangka waktu yang telah 

disepakati. 

Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 

1 angka (11), pengertian kredit adalah : 

Penyedian uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, 

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank 

dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi 

utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. 

Perjanjian kredit merupakan salah satu aspek yang sangat penting 

dalam pemberian kredit, tanpa perjanjian kredit yang ditandatangani bank 

dan debitur maka tidk ada pemberian kredit itu. Perjanjian kredit 

merupakan ikatan antara bank dengan debitur yang isinya menentukan dan 

mengatur hak dan kewajiban kedua pihak sehubungan dengan pemberian 

atau pinjaman kredit (pinjam uang).
40

 

2. Unsur-unsur kredit 

Dalam suatu kredit yang diberikan atas dasar kepercayaan itu 

terdapat unsur-unsur kredit, yaitu : 

a. Kepercayaan adalah suatu keyakinan pemberi kredit bahwa prestasi 

(uang, jasa atau barang) yang diberikannya akan benar-benar 

diterimanya kembali dimasa tertentu yang akan dating. 
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b. Waktu adalah bahwa antara pemberian prestasi dan pengembaliannya 

dibatasi oleh suatu masa atau waktu tertentu. Dalam unsur waktu 

terkandung pengertian tentang nilai uang, bahwa uang sekarang lebih 

bernilai dari uang dimasa yang akan datang. 

c. Degree of risk, adalah pemberian kredit dengan memberikan suatu 

tingkatan risiko, dimasa-masa tenggang adalah masa yang abstrak. 

Risiko timbul bagi pemberi karena uang atau jasa atau barang yang 

berupa prestasi telah lepas kepada orang lain. 

d. Prestasi, adalah yang diberikan, yaitu suatu prestasi yang dapat berupa 

barang, jasa atau uang. Dalam perkembangan perkreditan di alam 

modern ini maka yang dimaksud dengan prestasi dalam pemberian 

kredit adalah uang.
41

 

Semua ketentuan diatas seperti terdapat di dalam penjelasan 

undang-undang No. 10 Tahun 1998 Pasal 8 ayat (1), bahwa untuk 

memperoleh keyakinan terhadap seorang debitur, sebelum memberikan 

kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, 

kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari debitur. 

3. Bentuk Perjanjian Kredit 

Menurut hukum, perjanjian kredit dapat dibuat secara lisan atau 

tertulis yang penting memenuhi syarat-syarat Pasal 1320 KUHPerdata. 

Namun dari sudut pembuktian perjanjian secara lisan sulit untuk dijadikan 

sebagai alat bukti, karena hakekat pembuatan perjanjian adalah sebagai 
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alat bukti bagi para pihak yang membuatnya. Dalam dunia modern yang 

komplek ini perjanjian lisan tentu sudah tidak dapat disarankan untuk 

digunakan meskipun secara teori diperbolehkan karena lisan sulit 

dijadikan sebagai alat pembuktian bila terjadi masalah dikemudian hari. 

Untuk itu setiap transaksi apapun harus dibuat secara tertulis yang 

digunakan sebagai alat bukti.
42

 

Dasar hukum perjanjian kredit secara tertulis dapat mengacu pada 

pasal 1 ayat (11) undang-undang NO. 10 tahun 1998 tentang perbankan. 

Dalam pasal itu terdapat kata-kata : penyediaan uang atau tagihan 

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank 

dengan pihak lain. Perjanjian kredit termasuk salah satu jenis/bentuk akta 

yang dibuat sebagai alat bukti. Dikatakan salah satu bentuk akta karena 

masih banyak perjanjian-perjanjian lain merupakan akta misalnya 

perjanjian jual beli, perjanjian sewa-menyewa dan lain-lain. Dalam 

praktek bank ada (dua) bentuk perjanjian kredit yaitu:
43

 

a. Perjanjian kredit yang dibuat dibawah tangan dinamakan akta dibawah 

tangan artinya perjanjian yang disiapkan dan dibuat sendiri oleh bank 

kemudian ditawarkan kepada debitur untuk disepakati. Untuk 

mempermudah dan mempercepat kerja bank, biasanya bank sudah 

menyiapkan formulir perjanjian dalam bentuk standard (standaard 

form) yang isi, syarat-syarat dan ketentuannya disiapkan terlebih 
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dahulu secara lengkap. Bentuk perjanjian kredit yang dibuat sendiri 

oleh bank termasuk jenis akta dibawah tangan. 

Menurut Pasal 1874 KUHPerdata yang dimaksud akta dibawah tangan 

adalah surat atau tulisan yang dibuat oleh para pihak tidak melalui 

perantaraan pejabat yang berwenang (pejabat umum) untuk dijadikan 

alat bukti. 

b. Perjanjian kredit yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris yang 

dinamakan akta otentik atau akta notariil. Yang menyiapkan dan 

membuat perjanjian ini adalah seorang Notaris namun dalam praktek 

semua syarat dan ketentuan perjanjian kredit disiapkan oleh Bank 

kemudian diberikan kepada Notaris untuk dirumuskan dalam notariil. 

Memang Notaris dalam membuat perjanjian hanyalah merumuskan apa 

yang diinginkan para pihak dalam bentuk akta notaris atau akta otentik. 

Seperti kredit investasi, kredit modal kerja, kredit sindikasi kredit yang 

diberikan lebih dari satu kreditur atau lebih dari satu Bank).  

Menurut Pasal 1868 KUHPerdata akta otentik adalah akta yang 

didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang yang dibuat oleh 

atau dihadapan pegawai yang berkuasa (pegawai umum) untuk itu 

dimana akta dibuatnya.
44

 

4. Fungsi Perjanjian Kredit 

Perjanjian kredit yang telah ditandatangani para pihak, baik yang 

berbentuk akta dibawah tangan (dibuat para pihak sendiri) atau dalam 
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bentuk akta otentik (dibuat oleh dan dihadapan notaris), mempunyai 

fungsi-fungsi sebagai berikut :  

a. Perjanjian kredit sebagai alat bukti bagi kreditur dan debitur yang 

membuktikan adanya hak dan kewajiban timbal balik antara Bank 

sebagai Kreditur dan Debitur. Hak debitur adalah menerima pinjaman 

dan menggunakan sesuai tujuannya dan kewajiban debitur 

mengembalikan hutang tersebut baik pokok dan bunga sesuai waktu 

yang ditentukan. Hak krediitur untuk mendapatkan pembayaran bunga 

dan kewajiban kreditur adalah meminjamkan sejumlah uang kepada 

debitur, dan kreditur berhak menerima pembayaran kembali pokok dan 

bunga. 

b. Perjanjian kredit dapat digunakan sebagai alat atau sarana pemantauan 

atau pengawasan kredit yang sudah diberikan, karena perjanjian kredit 

berisi syarat dan ketentuan dalam pemberian kredit dan pengembalian 

kredit. Untuk mencairkan kredit dan penggunaan kredit dapat dipantau 

dari ketentuan perjanjian kredit. 

c. Perjanjian kredit merupakan perjanjian pokok yang menjadi dasar dari 

perjanjian ikutannya yaitu perjanjian pengikatan jaminan. Pemberian 

kredit pada umumnya dijamin dengan benda-benda bergerak atau 

benda tidak bergerak milik debitur atau milik pihak ketiga yang harus 

dilakukan pengikatan jaminan. 

d. Perjanjian kredit hanya sebagai alat bukti biasa yang membuktikan 

adanya hutang debitur artinya perjanjian kredit tidak mempunyai 
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kekuatan eksekutorial atau tidak memberikan kekuasaan langsung 

kepada Bank atau kreditur untuk mengeksekusi barang jaminan apabila 

debitur tidak mampu melunasi hutangnya (wanprestasi).
45

 

5. Dasar-dasar Pemberian Kredit 

Untuk dapat melaksanakan kegiatan perkreditan secara sehat, maka 

dikenal adanya prinsip “5 C”, yaitu :  

a. Character, merupakan suatu dasar pemberian kredit atas dasar 

kepercayaan, yaitu kepercayaan dari pihak bank bahwa peminjam 

mempunyai modal, watak ataupun sifat-sifat pribadi yang positif dan 

mempunyai rasa tanggung jawab untuk memenuhi kewajibannya. 

b. Capacity, merupakan suatu penilaian kepada calon debitur mengenai 

kemampuan melunasi kewajiban-kewajibannya dari kegiatan-kegiatan 

usaha yang akan dilakukannya, yang dibiayai dengan kredit dari bank. 

Sehingga bank merasa yakin bahwa usaha yang akan dibiayai dengan 

kredit tersebut dikelola oleh orang yang tepat. 

c. Capital merupakan jumlah dana atau modal yang dimiliki oleh calon 

debitur. Kemampuan capital ini antara lain mencerminkan dalam 

bentuk kewajiban untuk menyelenggarakan self financing sampai 

jumlah tertentu dan sebaliknya harus lebih besar dari kredit yang akan 

diminta kepada perbankan. 

d. Collateral merupakan barnag-barang jaminan yang akan diserahkan 

oleh peminjam atas kredit yang diterimanya. Manfaat collateral yaitu 

sebagai alat pengaman apabila usaha yang dibiyai dengan kredit 
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tersebut gagal atau sebab-sebab lain dimana debitur tidak mampu 

melunasi kreditnya dari kegiatan usahanya. 

e. Condition of Economy, adalah situasi dan kondisi sosial, ekonomi, 

budaya dan lain-lain yang mempengaruhi keadaan perekonomian pada 

suatu saat maupun untuk kurun waktu tertentu yang kemungkinannya 

akan dapat mempengaruhi kelancaran usaha dari perusahaan yang 

memperoleh kredit. 
46

 

6. Kredit bermasalah 

Kredit bermasalah merupakan pijaman dana yang telah disalurkan 

oleh lembaga keuangan dan nasabah tidak dapat melakukan pembayaran 

atau melakukan angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah 

ditndatangani oleh lembaga keuangan.
47

 

Kata “masalah” berarti adanya suatu kesulitan yang memerlukan 

pemecahan, atau suatu kendala yang mengganggu pencapaian tujuan atau 

kinerja yang optimal. Masalah ini dapat juga menjadi suatu penyimpangan 

atau ketidakserasian antara keharusan dan kenyataan.
48

 

Ada beberapa faktor penyebab kredit bermasalah sebagai berikut: 

a. Faktor Intern (berasal dari pihak dalam) 

1) Kurang baiknya pemahaman atas bisnis nasabah. 

2) Kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah. 

3) Kesalahan setting fasilitas pinjaman (berpeluang melakukan side 

streaming). 
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4) Perhitungan modal kerja tidak didasarkan kepada bisnis usaha 

nasabah. 

5) Proyeksi penjualan terlalu optimis. 

6) Proyeksi penjualan tidak memperhitungkan kebiasaan bisnis dan 

kurang memperhitungkan aspek kompetitor. 

7) Aspek jaminan tidak diperhitungkan aspek marketable 

8) Lemahnya supervisi dan monitoring.terjadinya erosi mental: 

kondisi ini dipengaruhi timbal balik antara nasabah dengan pejabat 

sehingga mengakibatkan proses pemberian pinjaman tidak 

didasarkan pada praktek yang sehat.
49

 

b. Faktor Ekstern (berdasar dari pihak luar) 

1) Karakter nasabah yang tidak amanah (tidak jujur dalam 

memberikan informasi dan laporan tentang kegiatannya). 

2) Melakukan Sidestreaming penggunaan dana. 

3) Kemampuan pengelolaan nasabah tidak memadai sehingga kalah 

dalam persaingan usaha. 

4) Usaha yang dijalankan relatif baru. 

5) Bidang usaha nasabah telah jenuh. 

6) Tidak mampu menanggulangi masalah/kurang menguasai bisnis. 

7) Meningkatkan key person 

8) Perselisihan sesama direksi. 

9) Terjadi bencana alam. 
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C. Wanprestasi 

Wanprestasi biasanya dapat saja terjadi dalam berbagai hal dalam 

perjanjian, termasuk wnprestasi dalam hal pembiayaan, artinya tidak 

melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati. 

Wanprestasi terdapat dalam Pasal 1243 KUHPerdata, yang 

menyatakan bahwa : 

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu 

perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila siberutang, setelah dinyatakan 

lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika suatu yang harus 

diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat 

diberikan atu dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.
50

 

Kata lain wanprestasi juga dapat diartikan suatu perbuatan ingkar janji 

yang dilakukan oleh salah satu pihak yang tidak melaksanakan isi perjanjian, 

isi ataupun melaksanakan tetapi terlambat atau melakukan apa sesungguhnya 

tidak boleh dilakukannya. 

Mengenai pengertian dari wanprestasi, menurut Ahmadi Miru 

wanprestasi itu dapat berupa perbuatan : 

1. Sama sekali tidak melakukan prestasi. 

2. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna. 

3. Terlambat memenuhi prestasi. 

4. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.
51
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Debitur dinyatakan lalai apabila; (i) tidak memenuhi prestasi; (ii) 

terlambat berprestasi; dan (iii) berprestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya. 

Abdul Kadir Muhammad, menyatakan wanprestasi terjadi dikarenakan 

adanya 2 (dua) kemungkinan yaitu : 

1. Keadaan memaksa (overmach/forcer mejeur). 

2. Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun lalai. 

Overmach adalah suatu keadaan atau kejadian yang tidak dapat diduga 

terjadinya sehingga menghalangi seorang debitur untuk melakukan prestasinya 

sebelum ia lalai untuk apa dan keadaan mana tidak dapat dipersalahkan 

kepadanya. 

Overmacht dibagi dua yaitu : 

1. Overmacht mutlak adalah apabila prestasi sama sekali tidak dapat 

dilaksanakan oleh siapapun. 

2. Overmacht yang tidak mutlak adalah pelaksanaan prestasi masih 

dimungkinkan, hanya memerlukan pengorbanan dari debitur. 

Kesengajaan maupun lalai, kedua hal tersebut menimbulkan akibat 

yang berbeda, dimana akibat adanya kesengajaan, si debitur harus lebih 

banyak mengganti kerugian dari pada akibat adanya kelalaian.
52

 

 

D. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 

Di Indonesia, definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Dalam Bab I (Ketentuan 
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Umum), Pasal 1 dari undang-undang tersebut, dinyatakan bahwa Usaha Mikro 

adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha 

perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam 

undang-undang tersebut. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang 

berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang 

bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang 

dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, 

dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria usha kecil 

sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut.  

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, 

yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan 

merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, 

atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha 

Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan 

tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Usaha Besar 

adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan 

jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha 

Menengah, yang meliputi usaha nasioanal milik Negara atau swasta, usaha 

patunganm dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. 

Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha 

Besar yang melakukan kegiatan ekonomi dan berdomisili di Indonesia.
53
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Di dalaam undang-undang tersebut, kriteria yang digunakan untuk 

mendefinisikan UMKM seperti yang tercantum dalam Pasal 6 adalah nilai 

kekayaan bersih atau nilai asset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat 

usaha, atau hasil penjualan tahunan. Dengan kriteria ini menurut undang-

undang tersebut, Usaha Mikro adalah unit usaha yang memiliki nilai asset 

paling banyak Rp 50 juta atau dengan hasil penjualan tahunan paling Besar Rp 

300 juta; Usaha Kecil dengan nilai asset lebih dari Rp 50 juta sampai dengan 

paling banyak Rp 500 juta atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 

300 juta hingga maksimum Rp2.500.000.000.00; dan Usaha Menengah adalah 

perusahaan dengan nilai kekayaan bersih lebih dari Rp 500 juta hingga paling 

banyak Rp 10 miliar atau memiliki hasil penjualan tahunan di atas Rp 2 miliar 

lima ratus juta sampai paling tinggi Rp 50 miliar. 

Selain mengunakan nilai moneter  sebagai kriteria, sejumlah lembaga 

pemerintah, seperti Departemen Perindustrian dan Badan Pusat Statistik 

(BPS), selam ini juga menggunakan jumlah pekerja sebagai ukuran untuk 

membedakan skala usaha antara Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, 

Usaha Besar. Misalnya, menurut Badan Pusat Satistik (BPS), Usaha Mikro 

(atau di sector industry manufaktur umum disebut industry rumah tangga) 

adalah unit usaha dengan jumlah pekerja tetap hingga 4 orang; Usaha Kecil 5 

hingga 19 pekerja; dan Usaha Menengah dari 20 sampai dengan 99 orang. 

Perusahaan-perusahaan dengan jumlah pekerja di atas 99 orang masuk dalam 

kategori Usaha Besar.
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E. Tinjauan tentang Penyelesaian Sengketa 

1. Penyelesaian Sengketa melalui Litigasi 

Proses penyelesaian sengketa yang dilaksanakan melalui 

pengadilan atau yang sering disebut dengan istilah “litigasi”, yaitu suatu 

penyelesaian sengketa yang dilaksanakan melalui proses beracara di 

pengadilan di mana kewenangan untuk mengatur dan memutuskannya 

dilaksanakan oleh hakim. 

Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan, di 

mana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain 

untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Hasil akhir dari 

suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang 

menyatakan win-lose solution.
55

 

2. Penyelesaian Sengketa melalui Non-Litigasi 

Dalam penyelesaian sengketa melalui non-litigasi, kita telah 

mengenal adanya penyelesaian sengketa alternatif  atau Alternative 

Dispute Resolution (ADR), yang dalam perspektif Undang-Undang Nomor 

30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, 

Alternative Dispute Resolution adalah suatu penyelesaian sengketa di luar 

pengadilan berdasarkan para pihak dengan mengesampingkan 

penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan. 

Alternatif dalam penyelesaian sengketa jumlahnya banyak 

diantaranya : 
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a. Arbitrase 

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang 

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian suatu sengketa perdta di luar 

pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang 

dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Rbitrase 

digunakan untuk mengantisipasi perselisihan yang mungkin terjadi 

maupun yang sedang mengalami perselisihan yang tidak dapat 

diselesaikan secara negosiasi/konsultasi maupun melalui pihak ketiga 

serta untuk menghindari penyelesaian sengketa melalui Badan 

Peradilan yang selama ini dirasakan memerlukan waktu yang lama. 

b. Negosiasi 

Negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk 

mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai 

kepentingan yang sama maupun yang berbeda. 

c. Mediasi 

Mediasi pada dasarnya adalah negosiasi yang melibatkan pihak 

ketiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang 

efektif, dapat membantudalam situasi konflik untuk 

mengkoordinasikan aktivitas mereka sehingga dapat lebih efektif 

dalam proses tawar menawar.
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d. Konsiliasi 

Konsiliasi merupakan lanjutan dari mediasi. Mediator berubah 

fungsi menjadi konsiliator. Dalam hal ini konsiliator menjalankan 

fungsi yang lebih aktif dalam mencari bentuk-bentuk penyelesaian 

sengketa dan menawarkannya kepada para pihak. Jika para pihak 

dapat menyetujui, solusi yang dibuat konsiliator akan menjadi 

resolution. 

Kesepakatan yang terjadi bersifat final dan mengikat para pihak. 

Apabila pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan suatu 

kesepakatan dan pihak ketiga mengajukan usulan jalan keluar dari 

sengketa, proses ini disebut konsiliasi.
57

 

e. Penilaian ahli 

Penilaian ahli merupakan cara penyelesaian sengketa oleh para 

pihak dengan meminta pendapat penilain ahli terhadap perselisihan 

yang sering terjadi. 

f. Pencari fakta (fact finding) 

Pencari fakta adalah sebuah cara penyelesaian sengketa oleh para 

pihak dengan meminta bantuan sebuah tim yang biasanya terdiri atas 

para ahli dengan jumlah ganjil yang menjalankan fungsi penyelidikan 

atau penemuan fakta-fakta yang diharapkan memperjelas duduk 

persoalan dan dapat mengakhiri sengketa
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